ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa
atau disebut dengan extra ordinary crime, karena tindak pidana korupsi tidak saja
merugikan keuangan negara, namun di sisi lain juga telah merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut
terlihat bahwa terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan
pelanggaran hak asasi manusia, Yyaitu hak-hak dasar sosial dan ekonomi
masyarakat. Selain itu, terdapat salah satu Putusan Pengadilan mengenai tindak
pidana korupsi yang menjadikan aspek pelanggaran hak asasi manusia sebagai
pertimbangan hakim yang memberatkan dalam menjatuhkan putusannya, yaitu
pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Maka dari itu,
perlu diketahui apakah tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap
hak asasi manusia, bagaimana kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran
terhadap hak asasi manusia, dan mengapa kriteria tindak pidana korupsi sebagai
pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut perlu untuk dijadikan
pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Jenis penelitian ini
termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan
penelitian yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan filosofis, kemudian
dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan
pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai
pelanggaran hak asasi manusia apabila tindak pidana korupsi bersinggungan
dengan hak-hak asasi manusia yang dilanggar, sehingga pelanggaran hak asasi
manusia yang disebabkan dari tindak pidana korupsi patut untuk dijadikan sebagai
pertimbangan oleh hakim dalam putusannya karena pertimbangan hakim harus
komprehensif agar terwujudnya putusan yang ideal yaitu mencerminkan nilai-nilai
dan rasa keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran Hak Asasi Manusia,
Pertimbangan Hakim.

Xii



